
1 .. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 4 2); · · 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang .Bereih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999-Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3.:8:Sll; ,,. 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara· 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

a. baJ:twa, penyelenggaraan pemerintahan d~ Kabupaten C,ilacap 
perlu dikelola untuk mewujudkan pemerlntahan yang bersih 
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Cilacap, Nomoi' 6.9 Tahun 20 l fr tentang 
Pedoman Pengendalian Gartifikasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cilacap; 

c. bahwa sehubungan dengan maraknya praktek korupsi, 
kolusi, dan nepotisme . saat ini serta dengan · adanya 
perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan, 
maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk dicabut 
dan disesuaikan; · 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gilacap; 

BUPATI CILACAP, . 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI . 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH K.ABUPATEN CILACAP 

DENGAN RAHMAT.TUHAN Y~G MAHA 'ESA 

BUPAtl c1tAtAl> 
PROVINSI JAWA TEijGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR ~5 _7. TAHUN 2020 

·TENTANO 

Mengingat 

Menimbang 



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN 
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
Cl LA CAP. 

MEMUTUSKAN : 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)·; 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); · 

·6. Untla1tg-Unda:ng Nomor 23 Tahun 2014 tehtang Pem.eril:.ttahan. 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Ke'dua Atas Undang-undang N·omor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
·Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2.QQ8. Nomor -!2.7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
tm4.one.s.ia NQffiQt 5'13ijh 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041};_ · 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahah Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 134); 



Menetapkarr : PERATURAN BUF>f\Tl .TENTANCr PEDOMAN PENGENDALIAN · 
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
CILACAP. 

MEMUTUSKAN : 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874} 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
*&PtlJ:>&i ·fLe:m.+>a:rtl:fl. ·Negara ~pl:lb,}ik ·lfloo:aesia Tahtu:i 2·001 
Nomor r34, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
R0p~ik J.ooooosia Tu\h.y,a ~002 ~r 1~7 r ~ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '1-'2'5'0); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014· tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

-N.om.or .54..94}; 
6. U:ndang-Utro:a,ng. N~:mtpr 2.3 . .Tahun 20l 4 -tentang, Pem:erintahan 

.Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan K'edua Atas Undang-urrdang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015. Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

· 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 5601); · 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor l 27, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nemer 5135); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahah Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor T34J; 



·-' 

FARID MA'RUF 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 5 ] 

Diundangkan di. Cilacap 
pada tanggal 3 APR 2020 

Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal . APR 2020 

CAP, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daera:h Kabupaten Cilacap. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap 
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 
Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 3 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap 
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. 

Pasal 1 



Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap digunakan sebagai 
acuan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cilacap. 

B. Maksud dan Tujuan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, mengkategorikan pemberian tanda terima kasih 
tersebut sebagai salah satu bentuk gratifikasi yang tidak diperbolehkan. 
Bahkan perbuatan tersebut dapat dianggap suatu tindak pidana suap 
apabila sudah ada kesepakatan sebelumnya antara pemberi dan penerima. 
Untuk itu fenomena pemberian hadiah dan /atau tanda terima kasih 
tersebut harus diatur secara baik dan tegas. Apabila hal ini tidak diatur dan 
dikendalikan dengan baik sudah barang tentu akan mempengaruhi 
integritas, independensi dan objektifitas dalam pengambilan keputusan atau 
kebijakan, sehingga dapat menguntungkan atau merugikan pihak lain 
maupun pemerintah daerah. 

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum adalah pemberian tanda 
terima kasih dan/atau hadiah atas jasa yang telah diberikan baik dalam 
bentuk barang, uang bahkan dalam bentuk jasa. Pemberian hadiah 
seringkali dianggap hanya sebagai suatu tanda terima kasih antara pemberi 
dan penerima, bukan tindakan yang merugikan keuangan negara dengan 
alasan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dan sudah diterima oleh 
pemberi pekerjaan, bahkan boleh jadi sudah diaudit oleh pihak yang 
berwenang. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberian hadiah 
tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

A. Latar Belakang 

Praktik Korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan 
dengan munculnya modus baru yaitu dengan memanfaatkan celah atau 
kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hal-hal yang 
belum diatur atau belum cukup · diatur didalam peraturan perundang 
undangan khususnya tentang perbuatan-perbuatan yang dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan korupsi berusaha dikaburkan oleh pelaku 
dengan alasan belum diatur secara · tegas oleh peraturan perundang- . 
undangan atau dengan dalih tidak ada unsur kerugian keuangan negara di 
dalamnya. 

PENDAHULUAN 

BABI 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR TAHUN 2020 
TENTANG 
PEDOMAN PENGENDALIAN 
GRATIFIKASI DI LING KUN GAN 
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 



Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
1. Pengendalian Gratifikasi; 
2. Unit Pengendali Gratifikasi; 
3. Mekanisme Tata Cara Pelaporan Gratifikasi; dan 
4. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Cilacap. 

C. Ruang Lingkup 

Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk : 
1. menjadi rujukan dan/ atau pedoman bagi ASN di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Cilacap agar tercipta sikap dan perilaku yang sesuai dengan 
tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan menuju budaya 
bersih dan be bas KKN. 

2. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai .di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cilacap terhadap ketentuan gratifikasi; 

3. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk 
mendukung terciptanya wilayah yang bebas dari korupsi serta wilayah 
birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Cilacap; 

4. mewujudkan pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Cilacap yang berintegritas dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi 
dan nepotisme; dan 

5. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program 
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. 



1. Prinsip Transparansi. 
Prinsip keterbukaan ini tercermin dari adanya mekanisme pelaporan atas 
penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG. Mekanisme pelaporan 
terse but merupakan sarana bagi pejabat/ pegawai untuk menguji dan 
menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam 
kaitan dengan jabatannya selaku pejabat/ pegawai. 

2. Prinsip Akuntabilitas. 
Prinsip akuntabilitas diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban 
penyelenggara negara yang diberikan amanah untuk menjalankan tugas 
dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak 
menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya 
dan melaporkan kepada KPK dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi 
yang dianggap suap. 

3. Prinsip Kepastian Hukum. 
Prinsip ini mengandung makna bahwa proses penerimaan laporan, 
pencarian informasi, telaah / analisis dan penetapan status kepemilikan 
gratifikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Penetapan status kepemilikan gratifikasi yang 
disampaikan oleh KPK memberikan kepastian hukum terkait hak dan 
kewajiban pelapor dan barang terhadap gratifikasi yang diterima. 

4. Prinsip Kepentingan Umum. 
Dalam konteks pengendalian gratifikasi, prinsip kepentingan umum 
terwujud dari tidak meminta dan menerima pemberian-pemberian dari 
masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan. 

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan 
untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan 
pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan 
akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan 
kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip 
utama, yaitu: 

B. Prinsip-prinsip Dalam Pengendalian Gratifikasi 

Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelelasan Pasal 12B ayat ( 1) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa : 
"Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam 
arti luas, yakni meliputi pemberian: uang, barang, rabat (discount), komisi, 
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut 
baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 
elektronik ". 

A. Pengertian Gratifikasi 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

BAB II 



Makna Pasal 12B jo Pasal 12C Pasal 12B: 
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara 

negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan 
dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban 
atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. yang nilainya Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau 

lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan 
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; 

b. yang nilainya kurang dari Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap 
dilakukart oleh penuntut umum. 

a. Definisi gratifikasi 
Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 128 Undang 
Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, 
yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat ( discounts, komisi, 
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di 
luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana 
elektronik atau tanpa sarana elektronik. 
Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenamya 
bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi 
gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan 
bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. 
Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap diatur dalam Pasal 
12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan 
suap. 

C. Pengaturan Gratifikasi Dalam Persepktif Pemberantasan Korupsi 
1. Definisi Gratifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 12B Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Jika dalam keadaan tertentu terjadi penerimaan maka wajib dilaporkan 
kepada KPK melalui UPG. Pelaporan tersebut merupakan bentuk sikap 
pejabat/ pegawai mengesampingkan kepentingan pribadi dan tetap 
konsisten menjalankan tugas sebagai abdi negara dan masyarakat. 

5. Prinsip Independensi. 
Bagi pelapor gratifikasi prinsip independensi ini ditunjukkan dengan 
sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait 
dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang 
dianggap suap kepada KPK melalui UPG. Pelaporan tersebut akan 
memutus potensi pengaruh pada independensi penerimaan gratifikasi 
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 

6. Prinsip Perlindungan Pelapor Gratifikasi. 
Prinsip perlindungan pelapor gratifikasi diatur berdasarkan ketentuan 
Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah Kabupaten Cilacap 
wajib memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam 
bentuk apapun dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor 
gratifikasi. 



Penafsiran atas masing-masing unsur-unsur tersebut dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1) Adanya penerimaan gratifikasi, diuraikan menjadi 2 (dua) unsur 

yaitu: 
a. Penerimaan Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki 

hubungan jabatan dengan penerima; dan, 
b. Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban 

atau tugas penerima 
2). Yang menerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/ penyelenggara 

negara 
1) Pegawai Negeri 

a) Dasar Hukum: 
i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil 

Negara; 
iii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

b) Pengertian Pegawai Negeri: 
Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, pegawai negeri meliputi: 
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang 

Undang tentang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. 

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada 
perluasan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)vii, yaitu (PAF 
Lamintang, 2009:8-9): 
(1) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yakni semua 

orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua 
orang yang karena lain hal selain karena suatu 

Pasal 12B dan 12C mengandung sejumlah unsur utama yang 
membedakan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian 
dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap, yaitu unsur: 
a. Adanya penerimaan gratifikasi; 
b. Penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara; 
c. Gratifikasi dianggap suap: 

Pasal 12C 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak 

berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang· diterimanya 
kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana 
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 



pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang 
undang, badan pemerintah atau badan perwakilan 
rakyat yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah, 
selanjutnya juga semua anggota dari suatu dewan 
pengairan dan semua pimpinan orang-orang pribumi 
serta pimpinan dari orang-orang Timur Asing yang 
dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka. 

(2) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri dan hakim, 
yakni para wasit; termasuk dalam pengertian hakim, 
yakni mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum 
administratif, berikut para ketua dan para anggota dari 
dewan-dewan agama. 

(3) Semua orang yang termasuk dalam Angkatan Bersenjata 
itu juga dianggap sebagai pegawai-pegawai negeri. 

c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara 
atau daerah; 

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi 
yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; 
a tau 

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain 
yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau 
masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah 
perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, 
misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang 
tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk 
keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(Penjelasan Pasal 1 angka 2 huruf e). 

2) Penyelenggara Negara, 
a) Dasar hukum: 

i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme; 

ii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

iii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara 

b) Definisi 
i. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan 
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan · penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 
angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999). 

ii. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
di atas menguraikan jabatan-jabatan lain yang termasuk 
kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu meliputi: 

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara. Saat ini 
berdasarkan Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 
1945 tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi 
Negara. Institusi yang dimaksud disini adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat; 

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 
3. Menteri; 
4. Gubemur; 
5. Hakim; 



6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku m.isalnya 
Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang 
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan 
berkuasa penuh, Wakil Gubernur dan 
Bupati/W alikota; dan 

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam 
kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku antara lain: 

1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya 
pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 
Milik Daerah; 

2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional; 

3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 
4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di 

lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 

5) Jaksa; 
6) Penyidik; 
7) Panitera Pengadilan; dan 
8) Pemimpin dan bendaharawan proyek. Dalam 

konteks kekinian, Pejabat Pembuat Komitmen, 
Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Barang 
termasuk kualifikasi Penyelenggara negara 

iii. Penjelasan Pasal 11 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 menambahkan jabatan lain yang masuk 
kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu: Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

iv. Pejabat Negara lain yang juga termasuk kualifikasi sebagai 
Penyelenggara negara diatur dalam Pasal 122 Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara 
yaitu: 

1. Presiden dan Wakil Presiden; 
2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat; 
3. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat; 
4. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan 

Daerah; 
5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung 

pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan 
Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim 
ad hoc; 

6. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; 
7. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan; 
8. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial; 
9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 
1 o. Menteri dan jabatan setingkat Menteri; 
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 

yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa 
dan Berkuasa Penuh; 

12. Gubemur dan Wakil Gubernur; 



Dengan pertimbangan tersebut untuk lebih mengefektifkan aspek 
pencegahan tindak pidana korupsi, KPK sebagai institusi yang diberi 
kewenangan melakukan pencegahan korupsi dapat bertindak proaktif 
untuk mengingatkan pegawai negeri/penyelenggara negara untuk 
melaporkan gratifikasi yang diterimanya sebelum jangka waktu 30 hari 
kerja terlewati. 

2.-Gratifikasi dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 
Sebagaimana diatur pada Pasal 13 dan Pasal 26 UU KPK, Direktorat 
Gratifikasi secara kelembagaan ditempatkan dalam Kedeputian Bidang 
Pencegahan KPK. Hal ini menunjukkan karakteristik penegakan aturan 
delik gratifikasi tidak hanya menekankan pada aspek penindakan, 
namun juga aspek pencegahan. 
Pengaturan gratifikasi dipandang dari perspektif pencegahan tindak 
pidana korupsi dapat dipahami sebagai berikut: 

a.Pelaporan gratifikasi sebagai sarana pencegahan atas terjadinya suap. 
Dalam aturan terkait gratifikasi, khususnya pada Pasal 12C Undang 
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat fasilitas bagi 
pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan 
gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. 
Mekanisme pelaporan yang disediakan oleh undang-undang tersebut 
bertujuan untuk memutus potensi menjadi sempurnanya "suap yang 
tertunda". Dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi, beban moral 
yang dapat timbul akibat diterimanya penerimaan gratifikasi tersebut 
menjadi hilang, sehingga maksud atau tujuan terselubung pemberi 
untuk meminta pegawai negeri/penyelenggara negara melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di 
kemudian hari menjadi tidak terwujud. Dalam konteks. ini, apabila 
dikaitkan dengan teori tipologi korupsi yang disampaikan oleh SH. 
Alatas, mekanisme pelaporan ini merupakan sarana untuk memutus 
terjadinya korupsi invensif. Pada akhirnya, pegawai 
negeri/ penyelenggara negara tetap dapat menjaga obyektifitas dan 
independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 

3). Gratifikasi yang dianggap pemberian suap 
Kata "dianggap pemberian suap" menunjukkan bahwa gratifikasi 
adalah bukan suap. Lebih lanjut diungkapkan gratifikasi bukan 
suap, melainkan hanyalah perbuatan pemberian biasa yang 
bukan merupakan peristiwa pidana namun karena penerima 
adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu yaitu Pegawai 
Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada intinya melekat 
kewenangan publik yang sangat rentan disalahgunakan padanya, 
maka pemberian dari setiap orang- orang tertentu haruslah 
dilaporkan dan mendapat pengawasan dari KPK, guna ditentukan 
apakah pemberian itu ada kaitan dengan jabatan penerima atau 
tidak. · 

13. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan 
14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang 

Undang. 



3. Gratifikasi dalam Perspektif Penindakan Tindak Pidana Korupsi 
Sebagaimana telah diterangkan pada bagian sebelumnya, gratifikasi 
dimasukkan menjadi salah satu delik dari beberapa jenis delik korupsi 
pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa 
hal dapat diangkat terkait penerapan delik gratifikasi dalam kerangka 
penindakan tindak pidana korupsi, yaitu: 
a. Aturan gratifikasi dibentuk untuk memberantas praktik gratifikasi yang 

dianggap sebagai akar korupsi. 
Konsep ini tercermin dari beberapa hal yang menjadi pembeda antara 
delik Gratifikasi dan delik suap yang diatur dalam undang-undang 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1). Unsur pasal gratifikasi yang dianggap suap lebih sederhana dari 

unsur pasal suap, yaitu tidak mensyaratkan terpenuhinya unsur 
"melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan 
kewenangan" dari pegawai negeri/penyelenggara negara. Hal ini 
bermakna, · cukup dengan diterimanya gratifikasi yang tidak sah 
oleh pegawai negeri/ penyelenggara negara dari pihak yang memiliki 
hubungan jabatan dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 
yang ditentukan, maka pegawai negeri/penyelenggara negara 
tersebut dianggap telah menerima suap dan terancam hukuman 
pidana sampai dibuktikan sebaliknya. 

2). Ancaman pidana delik gratifikasi lebih tinggi dari delik suap. Bentuk 
ancaman pidana yang lebih tinggi pada delik gratifikasi, tampak 
dengan diberlakukannya pidana seumur hidup kepada pegawai 
negeri/ penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan 
gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK dalam waktu yang 
ditentukan. 

b. Pelaporan gratifikasi sebagai fasilitas perlindungan bagi pegawai 
negeri/ penyelenggara negara. 
Dalam Pasal 12C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa 
pegawai negeri/penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan 
gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi, akan 
dibebaskan dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam 128 ayat 
(2). Ancaman tersebut berupa penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
Dengan kata lain, mekanisme pelaporan penerimaan gratifikasi yang 
dianggap suap oleh pegawai negeri/penyelenggara negara menjadi 
sarana/fasilitas bagi pegawai negeri/penyelenggara negara untuk 
terlindungi dan terbebas dari ancaman pidana akibat diterimanya 
gratifikasi yang dianggap suap. 

c. Pelaporan gratifikasi sebagai sistem deteksi dalam rangka 
pembangunan dan pengendalian lingkungan berintegritas. 
Data pelaporan gratifikasi yang dianggap suap yang disampaikan 
secara rutin oleh para pegawai negeri/ penyelenggara negara dapat 
memberikan petunjuk bagi pimpinan instansi/lembaga dalam 
mengidentifikasi dan memetakan kerawanan penerimaan gratifikasi di 
lingkungannya. Dengan adanya data identifikasi dan pemetaan 
tersebut, pimpinan instansi/lembaga dapat menggunakannya dalam 
penentuan kebijakan dan strategi pengendalian, khususnya terkait 
dengan pengendalian praktik gratifikasi di lingkungannya. 



Kewajiban penolakan gratifikasi yang dianggap suap ini dapat diatur lebih 
lanjut pada peraturan internal di masing-masing perangkat daerah 
dengan kondisi pengecualian sebagai beriku t: 
a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung; 
b. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi; 
c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima. 

Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut, perlu dilaporkan oleh 
pegawai negeri/ penyelenggara negara ke instansinya atau KPK. 
Pencatatan atau pelaporan atas penolakan dapat berguna sebagai alat 
pemutus keterkaitan antara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan 
pihak pemberi. Dalam hal pihak pemberi dinilai telah memenuhi unsur 
suap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, maka keberadaan 
pencatatan atas penolakan penerimaan menjadi penting untuk 
memperlihatkan adanya itikad baik dari pegawai negeri/penyelenggara 
negara dalam menangkal upaya suap kepada dirinya. Dari aspek 
pemberi, pihak pemberi tetap dapat dijerat meskipun pegawai negeri 
menolak atau tidak menerima. 

1. Penolakan Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Kesempatan Pertama 
Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak 
yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai 
negeri/penyelenggara negara, dan pemberian tersebut dilarang oleh 
aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh 
setiap pegawai negeri/ penyelenggara negara. 

D. PENOLAKAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI 

b. Ancaman pemidanaan bagi pemberi gratifikasi 
Pemberi gratifikasi, baik dalam kondisi penerima gratifikasi 
melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya 
kepada KPK, secara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi 
suap, sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap, yaitu Pasal 5 
ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi. 
Ancaman pidana bagi pemberi suap diatur dalam Pasal ayat ( 1) adalah 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun dan atau pidana denda paling sedikit RpS0.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah). Sedangkan ancaman pidana yang diatur 
dalam Pasal 13 adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 
rupiah). 

3). Adanya mekanisme pembalikan beban pembuktian atas dakwaan 
penerimaan gratifikasi yang dianggap suap yang melebihi 
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam 
Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, 
mekanisme pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan 
upaya pemberantasan korupsi yang mengandung sifat prevensi 
khusus. Dengan adanya aturan mi, apabila pegawai 
negeri/penyelenggara -negara didakwa menerima gratifikasi yang 
dianggap suap, maka pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut 
yang memiliki kewajiban untuk membuktikan di pengadilan. 



Di bawah ini adalah contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam 
praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK atau 
kepada KPK melalui Unit Pengendali Gratifikasi yang ada di Kabupaten, 
antara lain gratifikasi yang diterima: 
1. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat 
2. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran 
3. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring 

dan evaluasi; 
4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar 

penerimaan yang sah/ res mi dari instansi); 

Dalam praktik, seringkali terdapat gratifikasi yang terkait dengan 
jabatan penerima akan tetapi, penerimaan tersebut sah secara hukum. 
Misalnya: seorang bendahara penerimaan yang menerima uang dari 
pihak lain sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya yang sah. Jika 
dilihat dari dari sudut pandang gratifikasi yang terkait dengan jabatan, 
maka penerimaan tersebut telah memenuhi unsur "berhubungan 
dengan jabatan". Akan tetapi, penerimaan tersebut bukanlah hal yang 
dilarang dalam konteks Pasal 128, karena si bendahara memang 
mempunyai kewenangan untuk menerima uang tersebut. Dengan kata 
lain, penerimaan tersebut sah secara hukum sehingga tidak 
berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. 

E. Kategori Gratifikasi. 
Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu 
gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, 
dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan 
Gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk 
apapun yang diperoleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari 
pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan 
penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang 
dilarang atau tidak sah secara hukum. Dengan kata lain, sesuai 
dengan rumusan Pasal 12B, hal itu disebut juga gratifikasi yang 
bertentangan dengan kewajiban a tau tugas pegawai 
negeri/ penyelenggara negara. 

2. Kewajiban Hukum Melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap 
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur 
kewajiban pegawai negeri/ penyelenggara negara untuk melaporkan 
penerimaan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 Harl Kerja terhitung 
sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Pada Penjelasan Pasal 16 tersebut 
gratifikasi yang wajib dilaporkan di sini adalah gratifikasi yang terdapat 
pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu gratifikasi yang 
berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya. 

Dalam hal gratifikasi yang memenuhi empat kondisi pengecualian di atas, 
maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan pada KPK atau kepada KPK 
melalui masing-masing Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten. 

d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat 
mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan 
diri sendiri/karier penerima/ ada ancaman lain. 



Di bawah ini adalah contoh penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau 
dari segala keadaan ( circumstances) dapat dianggap terkait dengan 
jabatan pegawai negeri/ penyelenggara negara yang menerimanya 
sehingga wajib dilaporkan, antara lain: 
1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, 

bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, 
paman/bibi, kakak/ · adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang 
memiliki konflik kepentingan; 

2. penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu 
kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, 
khitanan, potong gigi, atau upacara · agama/ adat/ tradisi lainnya 
yang melebihi Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per 
orang; 

3. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh 
penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima 
gratifikasi yang melebihi Rpl .000.000,00 (satu juta rupiah) per 
pemberian per orang; 

4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, 
promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang 
atau tidak berbentuk setara uang (eek, bilyet giro, saham, deposito, 
voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara 
dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per 
orang dengan total pemberian Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) 
dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; 

5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak 
berbentuk setara uang (eek, bilyet giro, saham, deposito,. voucher, 
pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu 
rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal 
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari 
pemberi yang sama; 

Gratifikasi seperti yang disebut pada angka 1 ditekankan pada aspek 
ada atau tidak konflik kepentingan dalam pemberian tersebut. Hal ini 
berangkat dari pemahaman bahwa pemberian dari keluarga sedarah 
atau semenda dapat saja menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika 
ternyata ada hubungan pekerjaan antara pemberi dan 'penerima dilihat 
dari jabatan, tugas dan wewenang pegawai negeri/penyelenggara 
negara. Contoh kasus: seorang ayah yang bekerja sebagai 
Penyelenggara Negara menerima hadiah dari anaknya yang berprofesi 
sebagai pengusaha yang lingkup pekerjaannya terkait dengan 
kewenangan ayahnya. Jika dilihat dari aspek hubungan keluarga 
sedarah antara ayah dan anak, maka pemberian tersebut merupakan 
hal yang wajar. Akan tetapi, pemberian tersebut memiliki potensi 
konflik kepentingan dengan sang ayah dalam pelaksanaan tugasnya, 
sehingga penerimaan itu haruslah dilaporkan. 

5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; 
6. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan 

dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan 
kewenangannya; 

7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan 
dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang; 

8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah 
proses pengadaan barang dan jasa; 

9. dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan; 
10. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan 

bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;. 



Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi: 
1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, 

bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, 
paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak 
merniliki konflik kepentingan. · 

2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki 
nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pemikahan, kelahiran, aqiqah, 
baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya 
dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak 
Rpl .000.000,00 (satu juta rupiah). 

3. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh 
penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerim.a 
gratifikasi paling banyak Rpl.000.000,00 (satujuta rupiah); 

4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, 
promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau 
tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga 
ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian 
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi 
yang sama; 

5. pemberian sesam.a rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak 
berbentuk setara uang (eek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, 
pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu 
rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal 
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi 
yangsama; 

6. hidangan atau sajian yang berlaku umum; 
7. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan 

menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau 
kompetisi tidak terkait kedinasan; 

Karakteristik gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan secara umum adalah: 
1. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan 

sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua 
peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan; 

2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan 
dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; 
atau, 

4. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, 
kebiasaan, dan norma yang hidup di. masyarakat dalam batasan nilai 
yangwajar. 

Dalam menjalankan kedinasannya pejabat/pegawai sering dihadapkan 
pada peristiwa gratifikasi sehingga gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan 
dapat dibagi menjadi 2 (dua) sub kategori yaitu gratifikasi yang tidak 
wajib dilaporkan yang terkait kedinasan dan gratifikasi yang tidak wajib 
dilaporkan yang tidak terkait kedinasan. 

2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. 
Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pejabat/pegawai yang tidak 
berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban 
atau tugasnya. Kegiatan resmi pejabat/ pegawai yang sah dalam 
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan kedinasan. 



apor an se agar u 
Karakteristik Tidak Waiib Dilaporkan Waiib Dilaporkan 

Tujuan/Motif Ditujukan untuk Ditujukan untuk 
Pemberian menjalankan hubungan mempengaruhi 

baik, menghormati keputusan dan diberikan 
martabat seseorang, karena apa yang 
memenuhi tun tu tan dikendalikan/ dikuasai 
agama7 dan oleh penerima 
mengembangkan (wewenang yang melekat 
berbagai bentuk pad a jabatan, sumber 
perilaku simbolis daya lainnya) 
(diberikan karena 
alasan yang dibenarkan 
secara sosial) 

Hubungan antara Setara Tim pang 
pemberi dan penerima * 
Hubungan yang bersifat Umumnya tidak ada Pasti ada 
stratezis ** 
Timbulnya konflik Umumnya tidak ada Pasti ada 
kepentingan 
Situasi Pemberian Acara-acara yang Bukan merupakan 

sifatnya sosial berakar peristiwa kolektif meski 
pada adat istiadat dan bisa saja pemberian 
peristiwa kolektif diberikan pad a acara 

sosial. 

8. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau 
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; 

9. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan 
keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum; 

10. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta 
sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, 
seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis 
yang berlaku umum; 

11. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang 
ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh 
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; atau, 

12. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak 
terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik 
kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai; 

Contoh bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan pada poin ke-12 
adalah: 
1. Honorarium yang diterima pegawai di Kementerian atau Institusi 

Negara/Daerah X yang tidak berhubungan sama sekali dengan tugas 
dan fungsinya, seperti: honor menjadi guru mengaji yang kegiatannya 
dilaksanakan di luar jam kerja di lingkungan rumah; 

2. Honor yang diterima pegawai Kementerian atau Institusi 
Negara/Daerah tertentu saat menjadi panitia 17 Agustus di 
kampungnya; 

3. Dan bentuk lainnya sepanjang memenuhi syarat: dilakukan di luar 
kedinasan, tidak terkait tupoksi, tidak memiliki unsur konflik 
kepentingan, tidak melanggar / dilarang oleh peraturan intemal/kode 
etik yang berlaku di masing-masing Kementerian atau Institusi 
Negara/Daerah. 

Perbedaan antara gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib 
dil k b . berik t 



Penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi terkait 
dengan kedinasan adalah setiap penerimaan yang memiliki karakteristik 
umum sebagai berikut: 

3). Gratifikasi yang terkait dengan Kedinasan. 

** 

Keterangan : 
* Ada tiga model hubungan : (1) vertikal-dominatif (seperti hubungan 

atasan-bawahan); (2) diagonal (seperti petugas layanan publik 
pengguna layanan publik); dan (3) setara (seperti antara teman dan 
antar tetangga); Dua yang pertama adalah relasi-kuasa yang timpang. 
Strategis artinya berkenaan dengan/menyangkut akses ke aset-aset 
dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, 
sosial dan budaya. Ketimpangan strategis ini biasanya antar posisi 
strategis yang terhubungkan lewat hubungan strategis. Sebagai 
contoh adalah hubungan antara seseorang yang menduduki posisi 
strategis sebagai panitia pengadaan barang dan jasa dengan peserta 
lelang pengadaan barang dan jasa. Pada posisi ini terdapat hubungan 
strategis dimana sebagai panitia pengadaan barang dan jasa seseorang 
memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengalokasian/pendistribusian aset-aset sumberdaya strategis yang 
dipercayakan kepadanya pada pihak lain, sedangkan di lain sisi 
peserta lelang berkepentingan terhadap sumber daya yang dikuasai 
oleh panitia tersebut. 

Resiprositas (Sifat Bersifat ambigu Resiprokal secara alami 
timbal balik) (bermakna ganda) 

dalam perspektif bisa 
resiprokal dan kadang- 
kadang tidak resiorokal. 

Kesenjangan waktu Memungkinkan Tidak memungkinkan 
kesenjangan waktu yang ada kesenjangan waktu 
panjang pad a saat yang panjang 
pemberian kembali 
(membalasoemberianl 

Karakteristik Tidak Waiib Dilaporkan Waiib Dilanorkan 
Sifat hubungan Aliansi sosial untuk Patronase dan seringkali 

mencari pengakuan nepotisme dan ikatan 
sosial. serupa ini penting untuk 

mencapai tuiuan. 
Ikatan yang terbentuk Sifatnya jangka panjang Sifatnya jangka pendek 

dan emosional dan transaksional 
Kecenderungan adanya Terjadi sirkulasi Tidak terjadi sirkulasi 
sirkulasi barang/ barang/ produk barang/ produk 
produk 
Nilai a tau harga dari Menitikberatkan pad a Menekankan pada nilai 
pemberian nilai instrinsik sosial moneter 
Metode pemberian Umumnya langsung dan Umumnya tidak 

bersifat terbuka langsung (melalui 
agen/ peran tara) dan 
bersifat tertu tup I rahasia 

Mekanisme penentuan Berdasarkan Ditentukan oleh pihak- 
nilai/harga kewajaran/kepantasan pihak yang terlibat. 

secara sosial 
(masvarakat) 

Akuntabilitas Sosial Akuntabel dalam arti Tidak akuntabel 
sosial 



Mekanisme yang perlu dibangun adalah proses reviu, negosiasi dan 
kesepakatan kepada lembaga/instansi/mitra terkait biaya dan pemberian 
apa saja yang akan diberikan kepada Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan 
tugas atau kerja sama antar instansi tersebut. Apabila lembaga/instansi 
asal menilai bahwa pemberian tersebut tidak memenuhi karakteristik 
sebagaimana disampaikan di atas, sudah selayaknya unit kerja menolak 
rencana penerimaan tersebut. 

Mengingat bahwa penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dapat 
terjadi ketika pejabat/pegawai menjalankan penugasan resmi dari unit 
kerjanya, maka perlu adanya pengelolaan dan mekanisme kontrol dari unit 
kerja, melalui kewajiban pelaporan setiap penerimaan gratifikasi terkait 
kedinasan kepada unit kerja yang bersangkutan. Mekanisme kontrol 
tersebut tidak hanya untuk menempatkan secara proporsional segala 
penerimaan yang secara nature menjadi hak instansi ke dalam pengelolaan 
instansi, namun juga untuk mencegah terjebaknya pejabat/pegawai dalam 
kondisi adanya pemberian yang tidak sesuai dengan tujuan penugasan 
serta memutus potensi terjadinya praktik korupsi invensif dari pihak 
pemberi kepada Pejabat/Pegawai. 

Contoh dari penerimaan dalam kedinasan antara lain: 
1. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, 

cinderamata yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari instansi atau 
lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi; 

2. plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, 
pelatihan yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari instansi atau lembaga 
lain berdasarkan penunjukkan atau penugasan resmi; 

3. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang 
diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan 
penunjukkan atau penugasan resmi; dan 

4. penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang maupun setara 
uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, 
narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh 
Pejabat/Pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan 
penunjukan atau penugasan resmi. 

1. diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi; 
2. diberikan secara terbuka dalam rangkain acara kedinasan. Pengertian 

terbuka di sini dapat dimaknai cara pemberian yang terbuka, yaitu 
disaksikan atau diberikan dihadapan para peserta yang lain, atau 
adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan; 

3. berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama 
dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai (mengacu pada standar 
biaya umum), untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran 
atau kepatutan; dan 

4. selain bentuk-bentuk yang dinyatakan tidak wajib dilaporkan dalam 
rangkaian kegiatan kedinasan. 



C. Tugas Unit Pengendali Gratifikasi. 
Unit Pengendali Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. menerima, mencatat, menelaah dan memilah kategori laporan gratifikasi 

daripejabatypegawai Pemerintah Kabupaten Cilacap; 
b. melakukan penelaahan kelengkapan dan isi laporan gratifikasi; 
c. apabila diperlukan UPG dapat meminta keterangan kepada pelapor terkait 

kelengkapan data laporan dengan cara yang sederhana, efisien, dan 
efektif; 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Cilacap, diperlukan upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun 
pemberian gratifikasi bagi Pejabat/ Pegawai. Disamping itu dalam rangka 
meningkatkan Pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Cilacap maka dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dengan Keputusan 
Bupati. UPG berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Cilacap. 
A. Keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi. 

Susunan Unit Pengendali Gratifikasi terdiri dari : 
1. Penasehat UPG dijabat oleh Bupati Cilacap 
2. Pengarah UPG dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap 
3. Ketua UPG dijabat oleh Inspektur Kabupaten Cilacap 
4. Sekretaris dan anggota UPG berasal Pejabat Struktural, Pejabat 

Fungsional Tertentu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap. 
B. Fungsi Unit Pengendali Gratifikasi 

Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cilacap, maka fungsi dari UPG adalah : 
1. Penasehat UPG mempunyai fungsi pembinaan kepada UPG untuk 

melaksanakan proses _pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif dan 
akuntabel; 

2. Pengarah UPG · mempunyai fungsi pengarahan atas pelaksanaan tugas 
UPG dalam proses pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif dan 
akuntabel; 

3. Ketua, Sekretaris dan anggota UPG mempunyai fungsi : 
a. pembinaan kepada para pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Cilacap dalam rangka pengendalian gratifikasi melalui keteladanan, 
penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan 
penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya 
mencegah dan menolak penerimaan sehubungan dengan gratifikasi, 
serta membangun komitmen untuk melaporkan gratifikasi; 

b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilahan kategori gratiftkasi, dan 
fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK; . · 

c. penyampaian surat keputusan pimpinan KPK tentang penetapan status 
gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti 
penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh 
KPK menjadi milik Negara; 

d. diseminasi/ sosialisasi Peraturan Bupati Cilacap ten tang Pengendalian 
Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; 

e. penyampaian laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi 
kepada Bupati Cilacap; 

f. evaluasi atas efektivitas dari Peraturan Bupati Cilacap tentang 
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pernerintah Kabupaten Cilacap; 
dan 

g. koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

BAB III 

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI 



d. memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi kepada KPK untuk ditetapkan 
status gratifikasinya; 

e. menyampaikan surat keputusan pimpinan KPK tentang penetapan status 
gratifikasi kepada pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang yang · 
diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik 
negara; 

f. menjaga kerahasiaan data pelapor gratifikasi kepada pihak manapun, 
kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 

g. menyelenggarakan pendokumentasian seluruh proses pengendalian 
gratifikasi secara lengkap dalam bentuk hard copy maupun soft copy, 
mulai dari pelaporan gratifikasi hingga tindak lanjut hasil penetapan 
status gratifikasi; 

h. melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Cilacap tentang Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; dan 

i. melaporkan kinerja pengendalian gratifikasi kepada Bupati Cilacap 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada KPK. 



1. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara melaporkan penerimaan 
gratifikasi kepada KPK dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 
30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima 
gratifikasi, atau kepada KPK melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. 
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data perlu 
dicantumkan kontak pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon 
kantor, alamat email dan nomor komunikasi lain yang bisa dihubungi 
mengingat adanya proses klarifikasi dan keterbatasan waktu 
pemrosesan laporan yang ditentukan oleh undang-undang. 
Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung kepada KPK 
atau melalui UPG melalui pos, e-mail, atau website KPK/pelaporan 
online. 

2. UPG atau Tim/Satuan Togas yang ditunjuk wajib meneruskan laporan 
gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja 
sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG atau Tim/ Satuan Tugas. 

KETERANGAN GAMBAR : 
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MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI 

Apabila pejabat/pegawai menerima gratifikasi, maka langkah terbaik 
yang dapat dilakukan (jika dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah 
gratifikasi wajib dilaporkan) adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik, 
sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi. Jika keadaan 
memaksa kemudian menerima gratifikasi tersebut, maka sebaiknya gratifikasi 
yang diterima segera dilaporkan ke KPK melalui UPG Pemerintah Kabupaten 
Cilacap. Adapun tata cara pelaporari penerimaan gratifikasi adalah sebagai 
berikut: 

I. MEKANISME PELAPORAN 

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI 

BAB IV 



A Pelaporan Gratifikasi Melepaskan Ancaman Hukuman terhadap Penerima 
Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, ancaman pidana untuk 
penerimaan gratifikasi yang dianggap suap adalah pidana penjara seumur 
hidup atau minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun dan denda 
Rp200.000.000,00 sampai dengan Rpl.000.000.000,00. Akan tetapi, 

· penerima gratifikasi dapat dibebaskan dari hukuman atau ancaman 
pidana tersebut jika melaporkan penerimaan paling lama 30 hari kerja 
terhitung sejak gratifikasi diterima. 

Penolakan dan pelaporan gratifikasi memberikan sejumlah manfaat bagi 
penyelenggara Negara: 

PEGAWAI BAGI IL MANFAAT PELAPORAN GRATIFIKASI 
NEGERI/PENYELENGGARA NEGARA 

3. KPK menetapkan status penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh]. hari kerja terhitung sejak laporan gratifikasi diterima oleh 
KPK secara lengkap. 

4. KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi: (1) 
verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) permintaan data dan 
keterangan kepada pihak terkait; ( 3) analisis atas penerimaan 
gratifika.si; dan (4) penetapan status kepemilikan gratifikasi 

5. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima 
gratifikasi, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima 
gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik atau 
non-elektronik. · 

6. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, penerima 
gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

7. Penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
a. apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka penerima gratifikasi 

menyetorkan kepada: 
i. rekening kas negara yang untuk selanjutnya menyampaikan bukti 

penyetoran kepada KPK; atau 
ii. rekening KPK yang untuk selanjutnya KPK akan menyetorkannya 

ke rekening kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran 
kepada penerima gratifikasi; 

b. apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka penerima gratifikasi 
menyerahkan kepada: 
i. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor 

Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di 
tempat barang berada dan menyampaikan bukti penyerahan 
barang kepada KPK; atau 

ii. KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan 
barang kepada Penerima gratifikasi. 

8. KPK aka.n menyerahkan piutang tidak tertagih kepada Kementerian 
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 

9. Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Tagihan kepada penerima 
gratifikasi 



B. Pelaporan Gratifikasi Memutus Konflik Kepentingan 
Dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu yang 
telah ditetapkan, maka risiko terganggunya independensi, objektivitas 
dan imparsialitas pegawai negeri/penyelenggara negara dalam 
pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di kemudian hari yang 
mungkin terkait dengan kepentingan pemberi dapat dieliminir. Pada 
konteks ini, pelaporan gratifikasi ditempatkan sebagai alat untuk 
mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan kewenangan 
sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh pihak pemberi gratifikasi. 

Dengan jaminan pembebasan hukuman dengan melaporkan gratifikasi 
akan memberikan rasa aman bagi pegawai negeri/penyelenggara negara 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 



Upaya perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas diberikan dalam hal: 
a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlak:uan yang tidak 

1azim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal; dan 
b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cilacap 

melalui Ketua UPG. 

Pelapor gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan 
secara hukum berupa: 
1. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat 

administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, 
namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan 
penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau 
hambatan karir lainnya; 

2. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau 
ancaman fisik; 

3. kerahasiaan identitas; dan 
4. pemberian jaminan keamanan dengan cara Pemerintah Kabupaten Cilacap 

meminta bantuan kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada 
pelapor. 

Informasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk pengaduan 
masyarakat atau dalam bentuk laporan gratifikasi dapat diberikan 
perlindungan hukum. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi, menyebutkan bahwa KPK wajib memberikan 
perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor yang telah menyampaikan laporan 
atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. 
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Karban, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) 
mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan 
kepada saksi dan korban. Dalam konteks ini, pelapor gratifikasi akan 
dibutuhkan keterangannya sebagai saksi tentang adanya dugaan tindak 
pidana korupsi. 

PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI 

BABV 



B. Pengawasan 

Pengawasan atas pengendalian gratifikasi di masing-masing unit kerja 
dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Cilacap. Setelah melaksanakan 
pengawasan, basil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Bupati Cilacap. 

A. Sosialisasi 

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu diadakan 
sosialisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sosialisasi 
pengendalian gratifikasi tersebut memuat pencantuman ketentuan larangan 
penerimaan gratifikasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan 
publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak 
pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan 
kepada pihak ketiga lainnya. Pemberian informasi terkait dengan 
pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cilacap dan pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemerintah 
Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh UPG. Sosialisasi tersebut dapat 
dilaksanakan melalui media elektronik maupun non elektronik. 

SOSIALISASI DAN PENGAWASAN 
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CAP, 

TATTO 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini sebagai implementasi dari 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Pembangunan sistem 
pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak 
hanya sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, namun juga diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi Pemerintah 
Kabupaten Cilacap. Dengan adanya pedoman pengendalian gratifikasi di 
Pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan dapat memperjelas konsep 
pengendalian gratifikasi dan akan semakin mendorong terbentuknya pegawai 
pegawai yang berintegritas yang diwujudkan dengan kesadaran untuk menolak 
penerimaan gratifikasi. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kesadaran 
aturan gratifikasi di lingkungannya, akan berdampak pada terbentuknya citra 
positif Pemerintah Kabupaten Cilacap di masyarakat, karena masyarakat akan 
menikmati langsung layanan yang terbebas dari suap, pemerasan, gratifikasi 
maupun uang pelicin sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dapat terwujud. 

PENUTUP 

BAB VII 


